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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari pemaparan bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg pada
dasarnya menegaskan bahwa ikatan perkawinan yang sah, meskipun
berlangsung sangat singkat dan berakhir sebelum terjadinya dukhul, tetap
menimbulkan akibat hukum. Namun, dari perspektif normatif hukum Islam
dan Kompilasi Hukum Islam, penetapan kewajiban nafkah iddah dalam
perkara yang terbukti terjadi gqabla al-dukhul tidak sejalan dengan
ketentuan QS. Al-Ahzab ayat 49, pendapat ulama, maupun Pasal 149 KHI
yang secara eksplisit mengecualikan kewajiban iddah dan nafkah iddah
dalam kondisi tersebut. Iddah dan nafkah iddah secara konseptual hanya
relevan apabila telah terjadi hubungan suami istri, karena tujuan utamanya
adalah memastikan tidak adanya kehamilan dan menjaga kejelasan nasab.
Meskipun demikian, penetapan mut’ah dalam putusan tersebut masih
dapat dibenarkan sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab moral,
dan perlindungan terhadap martabat perempuan pasca perceraian. Dengan
demikian, putusan ini mencerminkan adanya ketegangan antara penerapan
hukum secara normatif-tekstual dengan pendekatan keadilan substantif
yang dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini menunjukkan perlunya kehati-
hatian dalam menyelaraskan nilai-nilai Al-Qur’an, figh, dan hukum positif
agar penegakan hukum di peradilan agama tetap berlandaskan kepastian
hukum tanpa mengabaikan keadilan dan kemaslahatan para pihak.

2. Perceraian gabla dukhul menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat
terbatas. Karena tidak pernah terjadi hubungan suami istri, istri tidak
diwajibkan menjalani masa iddah sebagaimana ditegaskan dalam QS al-

Ahzab ayat 49, sehingga tidak lahir hak atas nafkah iddah maupun mut’ah,
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dan tidak ada kewajiban turunan yang harus dipikul setelah perceraian.
Hubungan hukum antara suami dan istri berakhir secara sederhana tanpa
beban sosial, administratif, maupun normatif bagi istri. Hal ini
mencerminkan prinsip keadilan dan kemudahan dalam hukum Islam, yang
menetapkan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kondisi
faktual perkawinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan,
maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terhadap hakim pengadilan agama disarankan agar dalam memutus
perkara perceraian qabla al-dukhul berpegang secara konsisten pada
ketentuan normatif Al-Qur’an, figh, dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya
QS al-Ahzab ayat 49 dan Pasal 149 KHI, dengan tidak membebankan
kewajiban nafkah iddah kepada suami apabila terbukti tidak terjadi
hubungan suami istri. Penetapan hak-hak istri pasca perceraian perlu
dibedakan secara tegas antara hak yang bersifat normatif dan wajib, seperti
mut’ah dalam kerangka penghormatan dan tanggung jawab moral, dengan
hak yang secara eksplisit dikecualikan oleh hukum, seperti nafkah iddah
dalam kondisi qabla al-dukhul. Dalam rangka mewujudkan keadilan
substantif, hakim tetap dapat mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan
perlindungan terhadap perempuan, namun pertimbangan tersebut
seharusnya ditempatkan dalam koridor hukum yang sah, misalnya melalui
penetapan mut’ah yang proporsional atau mendorong kesepakatan
sukarela para pihak dalam mediasi, bukan dengan membentuk kewajiban
hukum yang bertentangan dengan norma syariat dan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, putusan hakim diharapkan mampu
menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan
kemaslahatan tanpa mengabaikan batasan normatif yang telah ditetapkan.

2. Dalam memutus perkara perceraian qabla dukhul, hakim seharusnya

menegaskan secara eksplisit bahwa ketiadaan hak-hak tertentu bagi istri,
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seperti nafkah iddah dan mut’ah, berimplikasi langsung pada tidak lahirnya
kewajiban apa pun di pihak istri setelah perceraian. Putusan hakim
idealnya berlandaskan pada pembuktian yang cermat mengenai ada atau
tidaknya dukhul, karena fakta tersebut menjadi penentu utama lahir atau
gugurnya akibat hukum pasca perceraian. Hakim perlu menghindari
pembebanan kewajiban, pembatasan, atau konsekuensi hukum kepada istri
yang tidak memiliki dasar normatif, baik dalam Al-Qur’an, figh, maupun
Kompilasi Hukum Islam.Dengan demikian, hakim seharusnya memutus
perkara secara konsisten dan proporsional, yaitu mengakhiri hubungan
perkawinan qabla dukhul sebagai pemutusan yang sederhana tanpa
menciptakan kewajiban hukum baru bagi istri. Pendekatan ini tidak hanya
menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan asas keadilan dan
kemudahan dalam hukum Islam, sehingga istri tidak ditempatkan pada
posisi yang dirugikan akibat penerapan hukum yang tidak sesuai dengan

kondisi faktual perkawinan.
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